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ABSTRAK 
Jafar Nurdin Siradjah (B111 10 472) Tinjauan Hukum Terhadap 
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD 
Samsat Wilayah Maros, dibimbing oleh Prof. Dr. Muhammad Djafar 
Saidi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali, S.H, M.H 
selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Maros serta faktor 
penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor 
di Kabupaten Maros. 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan UPTD SAMSAT  Wilayah Maros. 
 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan 
Pajak  Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum 
optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor 
yang masih rendah. Dalam pelaksanaannya UPTD SAMSAT Wilayah 
Maros memungut pajak jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di 
darat antara lain Sedan, Taxi, Jeep, St.Wagon, Minibus, Microlet, Bus, 
Microbus, Pick Up, Double Cabin, Light truck, Truck, Dump Truck,  Truck 
Tangki, Box, Alat Berat, Ambulance, Pemadam, Mobil Jenasah, dan 
Sepeda Motor (sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga). 
Adapun prosedur pemungutannya dimulai dari pedaftaran, penetapan, 
pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran 
ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang pada pelaksanaan 
pemungutannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor. Adapun faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan 
bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros yakni masih rendahnya 
kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar 
pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah  tanganan 
kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah 
tempat ke daerah lain serta penarikan kendaraan bermotor oleh pihak 
leasing (pembiayaan) dari wajib pajak kendaraan bermotor. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Jafar Nurdin Siradjah (B111 10 472) The Law Review of The 
Implementation of The Motor Vehicles Tax on UPTD SAMSAT Maros 
Area, consulted by Prof. Dr. Muhammad Djafar saidi, S.H., M.H as 
consultant I and Ruslan hambali, S.H., M.H as consultant II. 
The objectives of the research are to find out the implementation of 
the motor vehicles tax in Maros regency and the inhibitor factors in the 
implementation of the motor vehicles tax collection in Maros regency. 
This research was conducted in South Sulawesi Regional Revenue 
Office UPTD SAMSAT Maros area. 
The result of the research showed that the implementation of motor 
vehicle tax collection on UPTD SAMSAT Maros area was still not optimal. 
It was seen from the motor vehicle tax arrears realization is still low. In its 
execution, UPTD SAMSAT Maros area collect tax like the motor vehicles 
operating in the earth such as Sedan, Taxi, Jeep, St. wagon, Mini bus, 
Micro Let, Bus, Micro Bus,  Pick Up, Double Cabin, Light Truck, Truck, 
Dump Truck, Tank Truck, Box, Heavy Equipment, Ambulance, Fire Car,  
Corpse car, and Motor Cycle (two and three wheels motorcycle). As for 
the collection starts from registration, determination, payment by the 
taxpayers, and legalization until depositing to the local cash which is done 
base on the South Sulawesi Regional Rule Number 10 in 2010 about 
Regional Tax as The Implementation Form of Law Number 28 in 2009 
about Regional Tax and Regional Retribution which the implementation 
refers to South Sulawesi Governor Rule Number 83 in 2010 about The 
Instructions of The Implementation of South Sulawesi Regional Rule 
Number 10 in 2010 about Regional Tax especially Motor Vehicles Tax and 
Motor Vehicles Transfer Tax. As for the inhibitor factors of motor vehicles 
tax collection on UPTD SAMSAT Maros area, they are the taxpayers 
awareness was still low to implement their obligation to pay tax, taxpayers 
data was incomplete, the alienation of the motor vehicle without 
transferred, the vehicle owner migrates to other areas, and the motor 
vehicle withdrawal by the financing of the motor vehicle taxpayers. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu 
dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru 
dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan 
pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk 
secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan 
keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah 
Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan 
penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak 
tepat waktu. 
 Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang berarti 
Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini 
sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan 
tertingi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada 
hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang 
ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang 
berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh 
bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk 
merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk 
keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan 
negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada 
hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada 
warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) 
yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara 
kekuasaan (Muhammad Djafar Saidi 2007:1). 
 Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang 
menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan 
rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. 
Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan 
mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. 
Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk 
perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat 
sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan 
presiden(pemerintah). Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan 
negara kesejahteraan modern (welfare state modern) yang berkehendak 
untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam 
negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam 
menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan 
kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan 
pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah 
menghayati dan mentaati hukum pajak yang berlaku (Muhammad Djafar 
Saidi 2007:2). 
Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakuakan di 
Indonesia sejak januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam 
mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran 
pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan. Dari berbagai alternative penerimaan daerah, Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
menetapkan pajak dan restribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. (Marihot P. 
Siahaan 2008:v). 
Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 pada dasarnya merupakan  kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah akan 
berjalan lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga 
pemerintahan dengan masyarakat. 
Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan 
otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali 
sumber-sumber pendapatan asli daerah, disamping transfer dana dari 
pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan yang sudah menjadi 
kewenangan daerah. Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, 
pemerintah daerah diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan 
restribusi daerah dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam 
undang-undang. 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul 
adalah kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengatur semua 
objek dan subjek yang berada diwilayah teritorialnya sehingga harus 
tunduk kepada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Apa 
yang terjadi kemudian semacam euphoria, dimana daerah adakalanya 
tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya dengan 
membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. 
Otonomi diartikan harus mampu mandiri dan memperoleh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan 
persyaratan penertiban peraturan daerah yang dimaksud. Kondisi ini 
tercermin dari banyaknya peraturan daerah yang berkaitan dengan 
penetapan pajak dan restribusi yang tidak sejalan dengan kriteria yang 
telah ditetapkan dalam undang-undang (Adrian Sutedi, 2008:v-vi) 
Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan 
undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPRD dengan 
Pemerintah Daerah (Gubernur) karena daerah memerlukan pajak untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila pajak daerah 
telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak daerah 
tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh 
dilanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah 
dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun 
daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. 
Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang 
memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi 
administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, 
pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib 
pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak 
boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi angaran 
maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak 
keberadaannya  dalam undang-undang pajak termasuk dalam 
pelaksanaannya. Seyogianya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara 
bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun 
meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan 
secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum tidak boleh diabaikan. 
Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor atau yang sering di singkat 
PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah 
daerah, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan 
daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi di Indonesia bagian 
timur, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di 
Sulawesi Selatan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun 
sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak 
kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Terbukti 
dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor Sulawesi Selatan 
sesuai pemeriksaan ITJEN KEMENDAGRI RI TAHUN 2013 data 
kendaraan bermotor yang menunggak yakni 1.111.492 unit dengan nilai 
tunggakan sebesar Rp.381.242.508.322 ( tiga ratus delapan puluh satu 
milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu tiga ratus 
dua puluh dua rupiah ). Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari 
pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor 
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh 
pada pembangunan di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang melatar 
belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum 
Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 
UPTD Samsat Wilayah Maros. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor di Kabupaten Maros? 
2. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor di Kabupaten Maros. 
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros. 
Sedangkan kegunaan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang aspek 
perpajakan, khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor. 
2. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum 
Administrasi Negara pada khususnya. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
B A B II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pajak  
1. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi 
mereka yang merumuskannya, berkaitan dengan defenisi pajak, 
Feldmann (Muhammad Djafar Saidi, 2010:27) mengatakan bahwa: 
“belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar 
vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar 
geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking 
van publieke ultgaven (pajak adalah prestasi yang terutang pada 
penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma 
yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik 
semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum)”. 
 
Kemudian menurut Adriani (Muhammad Djafar Saidi, 2010:27):  
“belasting, de beffing, wear door de overheld zich door middle van 
juridische dwangmiddelen verchaft, om de publieke butgaven te 
bestriden, zulke zonder enige prestatie daartegenover te stellen 
(pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis, 
untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-
pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal 
khusus terhadapnya)”. 
 
Pengertian pajak juga di kemukakan oleh Anderson (Muhammad 
Djafar Saidi, 2010:28) yang  mengemukakan bahwa : 
“tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad 
sense) upon persons property income and privileges for purposes 
of defraying the expences of government (pajak adalah 
pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang 
dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang 
diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 
 
Selain itu Soeparman Soemahamidjaja (Muhammad Djafar Saidi, 
2010:28) mengemukakan bahwa : 
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum”. 
 
Selanjutnya Sudarsono, (1994:1) juga menyatakan bahwa Pajak 
adalah: 
“Pungutan wajib, biasanya berupa utang yang harus dibayaroleh 
penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 
pemerintahsehubungan dengan pendapatan, pemilikan barang, 
harga beli barang dan sebagainya”. 
 
Demikian pula halnya oleh Soemitro (Muhammad Djafar Saidi, 
2010:28) yang menyatakan bahwa : 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan 
undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang   
digunakan untuk membiayai penggunaan umum”. 
 
Dalam buku Pengantar Hukum Pajak oleh Bohari (2010:24), ia 
mengutip pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman 
Soemahamidjaya (dalam disertasinya yang berjudul: “Pajak berdasarkan 
asas gotong royong”, membeikan defenisi :  
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasrkan norma-norma hukum guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum”. 
 
Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan 
terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja 
sama wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah 
paksaan. Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan 
undang-undang, yang mana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka 
undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain, hal ini tidak 
mengenai pajak saja. Beliau mengatakan, berkelebihanlah kiranya, kalau 
kasus mengenai pajak ditekankan pentingnya paksaan itu, seakan-akan 
tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Beliau 
selanjutnya menekankan bahwa cukup dikatakan saja bahwa pajak 
adalah “iuran wajib”. Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Bohari, 2010:25), 
memberikan defenisi sebagai berikut :  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan 
digunakan untuk membiayai pembangunan”. 
 
Dalam buku yang di tulis oleh Dwikora Harjo berjudul Perpajakan 
Indonesia (2013:4), Prof. Dr. MJH. Smeets (1951) yang disadur oleh Diaz 
Priantara (2012:2) menyatakan bahwa : 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 
kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”. 
 
Prof. Edwin Robert Anderson Seligman (Dwikora Harjo, 2013:4) : 
“A tax is a compulsory contribution from the person to the 
government to defray the expenses incurred in the common interest 
of all without reference to special benefits conferred”. 
Guritno Mangkoesoebroto, dalam bukunya Ekonomi Publik (1997: 
181) mengatakan bahwa: 
“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative 
pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, 
pemungutannya dapat dipisahkan kepada subjek pajak untuk mana 
tidak ada balas jasa yang langsung dapat di tunjukkan 
penggunaannya”. 
 
Defenisi pajak juga dikemukakan menrut ahli hukum perancis, 
termuat dalam buku karya Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la 
Science des Finances, 1906 (Adrian Sutedi, 2008:55) : 
“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk 
atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”. 
 
Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Dwikora Harjo, 2013:4) : 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
 
 Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak 
daerah dan Restribusi Daerah, defenisi pajak adalah sebagai berikut : 
“Pajak Daerah Yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si (Dwikora Harjo, 2013:4-5) 
mengemukakan beberapa unsur pokok dalam perpajakan yakni sebagai 
berikut : 
1. Iuran atau pungutan 
Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak 
berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan 
arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal 
dari pemerintah, maka pajak sebagai pungutan. 
 
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa 
pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini 
disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus 
dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan tentang 
macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta 
menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
3. Pajak Dapat Dipaksakan 
Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa 
wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya 
ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal 
dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007. 
Fiskus juga mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk 
mengadakan tindakan memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan 
harta, baik harta tetap maupun harta bergerak. Bahkan dalam sejarah 
hukum pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sandera atau 
gijzeling, yakni Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar 
pajak, akan tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk 
tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera Wajib Pajak 
yang bersangkutan dalam memasukkannya ke dalam kurungan. 
 
4. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi Secara 
Langsung 
Ciri khas utama dari pajak adalah Wajib Pajak yang membayar 
pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontra 
prestasi dari Pemerintah (without receipt of special benefit of equal 
value; without reference to special benefit conferred). Jika seorang 
wajib pajak membayar pajak penghasilan, maka fiskus tidak akan 
member apapun kepadanya sebagai jasa timbale balik. 
 
5. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah 
Pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum 
pemerintah dalam menjalankan pemerintah. Dana yang diterima dari 
pemungutan pajak dalam pengertian/definisi-definisi pajak tidak pernah 
ditujukan untuk sesuatu pengeluaran yang khusus. 
 
 
 
 
2. Teori Pemungutan Pajak 
(Dwikora Harjo, 2013: 19-21) Beberapa teori yang mendukung 
Negara untuk memungut pajak antara lain : 
1. Teori Asuransi 
Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara 
bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, 
keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. 
Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti 
halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk 
perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan 
dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul 
kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara 
pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan 
oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun 
teori ini tetap di pertahankan, sekedar untuk member dasar hukum 
kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, 
menimbulkan ketidakpuasan, pun karena ajaran bahwa pajak 
bukan restribusi maka makin lama semakin berkuranglah teori ini. 
 
2. Teori Kepentingan 
Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara 
melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini 
memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari 
seluruh penduduk. 
Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang 
masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat 
baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. 
Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
Negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada 
mereka. 
Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam 
ajarannya pajak dikacaukan dengan restribusi. Untuk kepentingan 
yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap 
harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin 
harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya 
dalam perlindungan yang termasuk jaminan social, sehingga 
sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak 
dimana hal inilah yan bertentangan dengan kenyataan yang terjadi 
di lapangan. 
Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha 
pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada pengukurnya, 
sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas sehingga 
makin lama teori ini pun semakin di tinggalkan. 
 
 
3. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti 
Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak 
untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa 
pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan 
tanda baktinya kepada Negara. Dengan demikian dasar hukum 
pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak 
berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya 
sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap 
negara dalam bentuk pembayaran pajak. 
 
4. Teori Asas Gaya Beli 
Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 
masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan 
pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. 
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, 
hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang 
baik itu sebagai dasar keadilan. 
Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang 
sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, 
yaitu mengambil gaya beli dari rumah tanga dalam masyarakat 
untuk rumah tanga negara yang kemudian menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup 
masyarakat dan untuk membawanya kea rah tertentu. 
Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 
masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan 
pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan 
kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang 
meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan 
ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi 
mengatur. 
 
5. Teori Asas Gaya Pikul 
Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan 
pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus 
dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai 
ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan 
kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai 
saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan. 
 
 
 
 
 
 
3. Asas Pemungutan Pajak 
Masalah pajak tidaklah sederhana memindahkan dana dari 
masyarakat ke kas negara. Pemungutan pajak dikenakan atas sebagian 
harta, kekayaan atau penghasilan seseorang atau sebagian keuntungan 
yang didapatkan oleh badan usaha berdasarkan wewenang pemerintah 
selaku pelaksana undang-undang perpajakan. Agar tidak menimbulkan 
akses dan gejolak dalam pelaksanaannya maka dalam penyusunan 
undang-undang dan peraturan perpajakan haruslah memperhatikan 
beberapa asas pemungutan pajak. 
Teori asas pemungutan pajak yang sangat terkenal dan dianut 
hingga saat ini salah satunya adalah teori “Four common of taxation” atau 
“The four maxims”  yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya 
“An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations”, (Dwikora 
Harjo 2013:21-22) yaitu : 
1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan) 
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (ability to 
payment), negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib 
pajak. Keadilan disini mengacu kepada konsep penerimaan dan 
pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada negara maka 
negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun 
timbale balik tersebut tidak dapat diberikan scara langsung. 
 
2. Asas Certainty (asas kepastian hukum) 
Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan 
dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan 
berdasarkan undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun 
pajak adalah suatu kepastian berapa yang harus dipungut dan 
dibayar oleh wajib pajak serta harus pasti pula ketentuan dan 
undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan 
ini. 
 
3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak tepat 
waktu) 
Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan 
pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang 
tidak menyulitkan bagi wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib 
pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat 
itulah saat yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana 
system pemungutan ini disebut pay as you earn. 
 
4. Asas Economy (asas ekonomis) 
Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya 
pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan 
seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib 
Pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul 
nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya. 
 
Menurut Adam Smith, asas keadilan dalam pemungutan beban 
pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepada masyarakat yang 
bersangkutan. Apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat dipakai 
untuk membagi beban pajak yang diperlukan, maka anggota masyarakat 
harus dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar 
masing-masing, yaitu sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya 
berkat perlindungan pemerintah. 
Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam 
pemungutan pajak, maka W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan 
Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan, (Bohari, 2010:42-
430) yakni sebagai berikut : 
1. Asas Kesamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang 
sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada 
diskriminasi dalam pemungutan pajak. 
2. Asas Daya Pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap 
wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti 
orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, 
yang pendapatannya rendah dan pendapatannya dibawah basic 
need dibebaskan dari pajak. 
3. Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan 
keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula. 
4. Asas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh 
pemerintah didasarkan atas alas an bahwa masyarakat menerima 
manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. 
5. Asas Kesejahteraan,  yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa 
dengan adanya tugas pemerintah yang pad satu puhak 
memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi 
masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk 
membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai 
keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
6. Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun 
pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau 
perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, 
akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-
kecilnya. 
7. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam 
melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling 
bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik 
mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan 
keadilan dan kepastian hukum. 
Adlof Wagner, pakar perpajakan lainnya mengatakan bahwa asas 
pemungutan pajak (Dwikora Harjo, 2013: 22-24) terdiri dari : 
1. Asas Politik Finansial 
Pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya harus memadai 
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan 
negara, sehingga penyelenggaraan perpajakan harus teliti dan 
akurat menentukannya. 
2. Asas Ekonomi 
Penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya objek pajak atas 
barang-barang mewah. 
3. Asas Keadilan 
Pungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya 
diskriminasi diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain, 
dalam kondisi yang sama diperlakukan pungutan pajak yang sama 
pula. 
4. Asas Administrasi 
Asas ini menyangkut tentang masalah perpajakan (kapan, dimana 
harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara 
membayarnya) dan berapa biaya pajak yang harus dikeluarkan. 
5. Asas Yuridis 
Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah 
harus berdasarkan undang-undang. 
 
B. Pajak Daerah 
1. Pengertian Pajak Daerah 
Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa 
ahli seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2008:57) seperti Rochmat 
Sumitro yang merumuskan:  
“Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh 
daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten 
dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: 
pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan 
sebagai pajak daerah dengan undang-undang”. 
Berbeda dengan pandangan Yasin (Adrian Sutedi, 2010:57), 
menurutnya 
“Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang 
ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai 
rumah tanganya. Dengan ata lain, pajak daerah adalah pajak yang 
wewenang pungutannya ada pada darah dan pembangunan 
daerah”. 
Sedangkan menurut Davey (Adrian Sutedi, 2010:57), pajak daerah 
ialah :  
1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan 
daerahnya sendiri; 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan 
nasional, tetapi pendapatn tarifnya dilakukan oleh pemerintah 
daerah; 3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh 
pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagihasilkan kepada 
pemerintah daerah. 
 
 
 
2. Jenis-jenis Pajak Daerah. 
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 
(1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan 
pemungutan pajak untuk pemerintah provinsi ada 5 (lima) yakni : 
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 
4. Pajak Air Permukaan; 
5. Pajak Rokok 
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB 
adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam badan usaha. 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan 
bermotor. 
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. 
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah). 
Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut  jenis pajak, yaitu: 
1. Pajak hotel; 
2. Restoran; 
3. Pajak hiburan; 
4. Pajak reklame; 
5. Pajak penerangan jalan; 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
7. Pajak parkir; 
8. Pajak air tanah 
9. Pajak sarang burung wallet 
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
C. Pajak Kendaraan Bermotor 
1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 
(Muhammad Djafar Saidi, 2010:51) Pajak Kendaraan Bermotor 
atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah 
provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor  menurut Pasal 1 angka 12 
Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan.atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor 
merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang 
dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan 
wajib pajak. 
Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan 
yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) 
UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau 
menguasai adalah sebagai berikut. 
1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor 
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor;atau 
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan 
bermotor. 
Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian 
wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak 
kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor 
menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang 
memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD 
dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara 
prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya 
terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan 
menguasai kendaraan bermotor. 
Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai 
kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti 
tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor 
dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. 
Dalam Pasal 5 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa 
“Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau 
menguasai kendaraan bermotor” kemudian pada Pasal 5 angka (2) “Wajib 
PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor” 
dan di Pasal 5 angka (3) “Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban 
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut”. 
(Marihot P. Siahaan 2008; 142) Pada PKB, subjek pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan 
bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa 
badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan 
tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib 
pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan 
bermotor.  
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor. 
(Muhammad Djafar Saidi 2010:99) Telah dikemukakan bahwa 
pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. 
Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila 
tidak memiliki objek yang dapat di kenakan pajak. Objek pajak kendaraan 
bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 
Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU PDRD 
adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan 
di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermoto yang 
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan moto dan tidak melekat secara 
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi 
Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih member peluang untuk dikecualikan 
sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari 
kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. 
a. Kereta api; 
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan negara; 
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dari 
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari pemerintah; dan 
d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. 
Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena 
dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan 
peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak 
boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak 
telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada 
lembaga peradilan pajak. 
D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(Muhammad Djafar Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang 
hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan 
wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami 
mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak 
kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar 
hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan 
perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan 
warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh 
dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena 
negara indonesi adalah negara hukum. 
(Muhammad Djafar Saidi 2010:6) Sebelum di amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada 
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan 
negara harus berdasarkan undang-undang”. Ketentuan ini mengandung 
asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk 
memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat 
harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa 
persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang. 
(Muhammad Djafar Saidi 2010:8) Setelah amandemen UUD 1945, 
ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. 
Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak 
dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dengan undang-undang”.  Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan 
asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun 
demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak 
melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan 
undang-undang.  
Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan 
walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari pasal 23 
ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum 
keberlakuannya adala Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 NRI yang 
menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada 
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau 
kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari 
amandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-Undang Pajak sebagai 
sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah 
ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945). 
Walaupun Undang-Undang Pajak masih  diberlakukan, tetapi tidak 
tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 
substansi  yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan 
kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi 
agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga 
terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-
Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak 
pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-
masing. 
2. Undang – Undang 
(Muhammad Djafar Saidi, 2010:182) Undang-undang Pajak 
sebagai penjabaran ketentuan Pasal 23 ayat(2) UUD 1945 yang telah 
diubah dan diganti oleh Pasal 23A UUD NRI 1945 adalah dasar hukum 
yang bersifat operasional pemungutan pajak, kecuali Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak tidak 
terkait dengan pemungutan pajak, melainkan adalah suatu lembaga 
peradilan pajak yang menyelesaikan sengketa pajak dengan pejabat pajak 
atau antara sesama wajib pajak. Dengan demikian, tidak semua Undang-
undang Pajak yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat 
operasional pemungutan pajak, tergantung dari substansi hukum yang 
dikandungnya. 
(Muhammad Djafar Saidi 2010:9) Pasal 23A UUD NRI 1945 telah 
diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik 
sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak. 
Adapun Undang-Undang Pajak dalam kedudukan sebagai pengganti 
adalah sebagai berikut. 
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(UU PENJAK) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; 
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
restribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2000. 
Luas cakupan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) tidak hanya 
tertuju pada pajak daerah yang terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 1997  
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, tetapi 
termasuk pula Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua jenis pajak ini (pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan) sebelumnya adalah pajak pusat, berarti 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun berdasarkan 
UU Nomor 28 tahun 2009 telah beralih pengelolaannya kepada kepala 
daerah karena telah menjadi pajak daerah kabupaten/kota. 
Sementara itu, Undang-Undang Pajak dalam kedudukan sebagai 
pengubah adalah sebagai berikut. 
a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai; 
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya, terakhir Ubdang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan; 
d. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang NOmor 7 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; 
e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
ketiga kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah. 
Undang-undang Pajak, baik dalam kedudukan sebagai pengganti 
maupun sebagai pengubah tidak boleh mengesampingkan perlindungan 
hukum kepada wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban dan hak-hak tidak mengalami kendala atau 
hambatan. Bahkan pejabat pajak dapat member bantuan yang dibenarkan 
secara yuridis sehingga tujuan reformasi hukum, khusunya dibidang 
hukum pajak dapat tercapai. 
3. Peraturan Daerah Provinsi 
Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999, yang kemudian diikuti pula dengan lahirnya Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, secara substansial merupakan babak baru 
dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan era 
reformasi. Undang-undang tersebut member angin segar kepada Daerah 
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahannya atas asas 
desentralisasi, dengan memberikan kewenangan menyelenggarakan 
urusan rumah tangganya (otonomi) secara luas, nyata dan bertanggung 
jawab. 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
berkualitas dan efektif khususnya untuk menyediakan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat, maka pemerintah daerah membutuhkan dana 
yang memadai dan diperoleh berdasarkan ketentuan perundang–
undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu 
wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber 
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai 
potensinya.  
Pengaturan tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang 
selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sebagaimana telah di rubah 
dengan Undang-Undang Nomo 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dirasakan belum mampu 
menghasilkan pengelolaan pajak dan restribusi daerah yang memadai 
untuk menjawab kebutuhan pengelolaan pemerintahan daerah di era 
otonomi daerah, sehingga kemudian di ganti dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. 
Undang-undang yang baru ini memberikan harapan yang lebih baik bagi 
pemerintahan daerah karena adanya diskresi dalam penetapan tarif, 
adanya penambahan obyek pajak dan juga adanya sumber pajak yang 
baru. Namun demikian tetap dilakukan pengkajian yang cermat dalam 
rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk 
penerapannya secara efektif di daerah. 
4. Peraturan Gubernur 
Dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi, maka beberapa 
ketentuan dalam peraturan daerah tersebut perlu segera ditindak lanjuti 
dengan peraturan gubernur. 
Peraturan Gubernur biasanya berisi petunjuk pelaksanaan 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggap dapat 
memperlancar proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di suatu 
daerah, di Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur mengenai Pajak 
Kendaraan Bermotor yakni Peraturan Gubernur Sulawesi SelatanNomor 
83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan 
Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara 
perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 
Dalam Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah hasil 
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu : 
a. Nilai jual kendaraan bermotor; dan 
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor. 
Pada angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih 
besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut : 
a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau 
pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor 
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; 
b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan 
Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 
Kemudian Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dihitung berdasarkan faktor-faktor : 
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, 
roda dan berat Kendaraan Bermotor; 
b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut 
solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar 
lainnya; 
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan 
Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, 
dan isi silinder. 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah juga membahas mengenai Kendaraan 
Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, hal tersebut diatur dalam 
Pasal 7 angka (1), (2), (3), (4) dan (5) yakni sebagai berikut : 
(1) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan 
umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar 
pengenaan PKB adalah NJKB. 
(2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu 
Kendaraan Bermotor. 
(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat. 
(4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
berdasarkan harga pasaran umum pada  minggu pertama bulan 
desember tahun pajak sebelumnya. 
(5) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermoto tidak 
diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau 
seluruh faktor-faktor : 
a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan 
tenaga yang sama; 
b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; 
c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor 
yang sama; 
d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan 
Kendaraan Bermotor yang sama; 
e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan 
Bermotor; 
f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor 
sejenis; 
g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 
Kemudian dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai 
pejabat yang berwenang dalam menetapkan dasar pengenaan PKB : 
(1) Dasar pengenaan PKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 
Pasal 6 ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Gubernur 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai Tabel yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; 
(2) Perhitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun. 
Sedangkan untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam 
Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut : 
1. Kendaraan bermotor pribadi: 
a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% 
(satu koma lima persen); 
b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya 
ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai 
berikut : 
1) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua 
koma lima persen); 
2) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5% (tiga 
koma lima persen); 
3) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5% 
(empat koma lima persen); 
4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima 
koma lima persen); 
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen) 
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, 
ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima 
persen); 
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua 
persen). 
Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah,yakni sebagai 
berikut: 
(1) Tarif PKB Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) 
Huruf b tidak dikenakan terhadap kendaraan bermotor milik badan 
serta kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, 
kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas. 
(2) Kepelikan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan secara progresif 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b didasarkan 
atas nama dan alamat yang sama. 
(3) Tata cara pemungutan Pajak Progresif lebih lanjut ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur. 
Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menyatakan : Besaran 
pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 
(Muhammad Djafar Saidi, 2010:156) Sehubungan dengan tarif 
pajak kendaraan bermotor, diketahui bahwa tarif pajak yang dianut oleh 
pajak kendaraan bermotor bervariasi bergantung pada jenis kendaraan 
yang bermotor termaksud. Dalam arti, pajak kendaraan bermotor sebagai 
pajak daerah provinsi menganut lebih dari satu jenis pajak, yakni pajak 
yang bersifat spesifik dan tarif pajak progresif. Hal ini bertujuan untuk 
member kepastian hukum bagi wajib pajak yang terikat pada pajak 
kendaraan bermotor bila hendak memenuhi kewajibannya. 
F. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
dimana di muat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni : Apabila tenggang waktu 
sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a,b,c, dan huruf d telah lewat, 
maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua 
persen) sebulan. 
Huruf a, b, c, dan huruf d yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
tersebut yakni dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut: 
(1) Pendaftaran obyek PKB dilakukan pada UPTD/ Kantor SAMSAT 
paling lambat: 
a. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk 
kendaraan perpanjangan atau pengesahan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan; 
b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan bagi kendaraan 
baru; 
c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi 
kendaraan bermotor pindah dari luar daerah; 
d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis 
kendaran bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, 
bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin; 
e. 90 (Sembilan puluh) hari sejak kendaraan bermotor berada di 
daerah. 
Kemudian masih dalam Pasal 4 yakni ayat (3): Apabila tenggang 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas telah lewat, 
maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda yang akan ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.  
G. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Pemungutan Pajak 
1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks 
fungsi budgeter dan fungsi reguleren  ditentukan oleh 3 faktor. 
(http://fajarsumiratmuhrip.wordpress.com/2011/12/05/pengantar-
perpajakan/ ) menurut Norman Novak yaitu: 
1. Wajib Pajak 
2. Otoritas pajak 
3. Sistem pemungutan pajak itu sendiri 
Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. 
Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela (voluntary 
compliance) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang 
berlaku, sehingga terbentuklah masyarakat Wajib Pajak. Otoritas Pajak 
harus melayani masyarakat Wajib Pajak sebagai mitra dalam bekerja 
sama untuk menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan 
suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya 
diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban 
perpajakan berarti semakin mengokohkan eksistensi pemerintahan 
tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak 
memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus 
memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum 
kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu 
kewajibannya yaitu membayar pajak.  
Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak 
dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. 
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung 
beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif 
bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 
pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan 
semakin enggan membayar pajak. 
2. Faktor Penghambat 
Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun 
pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan 
dalam pemungutan pajak. (http://yasminelisasih.com/2011/07/17/ 
kendala_pajak_daerah/) Kendala-kendala tersebut antara lain: 
1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali 
tidak konsisten dengan undang-undangnya. 
Melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu 
dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-
undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam 
melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-
undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam 
pemungutan pajak. 
 
2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. 
Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem 
perpajakan   Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban 
masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan 
tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan 
perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan 
secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan 
secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya 
supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. 
3. Database yang masih jauh dari standar Internasional. 
Kendala lain yang dihadapi aparatur pajak adalah database 
yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat 
menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan 
sistem self-assessment. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana 
yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau 
dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan 
pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di 
pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga 
menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak. 
4. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap 
kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. 
Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat 
yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh 
polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti 
pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan 
pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada 
gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam 
mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang 
bersih.  
Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan 
sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan 
Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat 
hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan 
melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada 
pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang 
terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan 
masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang 
tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang 
perpajakan dan para penegak hukum yang tidak becus dalam 
menegakkan hukum. Kasus korupsi Gayus merupakan salah satu 
contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya 
kasus korupsi tersebut berdampak negatif bagi pemungutan pajak di 
Indonesia, timbul anggapan bahwa membayar pajak nantinya tidak 
sampai ke negara tetapi hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab seperti Gayus. 
Sampai saat ini belum terlihat bagaimana Ditjen Pajak 
menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (tax 
compliance) para penyelenggara Negara (dalam hal dilakukaknnya 
pemeriksan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara Negara 
dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Ditjen 
pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan 
pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan. Seperti itu karena tidak tertutup kemungkinan di 
samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LKPN yang diserahkan 
kepada KPKPN, juga tidak tertutup kemungkinan Laporan SPT-nya 
juga bermasalahn, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam 
LKPN seharusnya sama dengan laporan dalam Lampiran SPT.  
Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, 
baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-
faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana 
penghambat terhadap bekerjanya system hukum sebagai suatu proses 
yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman (2001: 7-8) terdiri dari : 1) 
substansi hukum; 2) struktur hukum;dan 3) budaya hukum. Hal ini juga 
dikemukakan oleh Soerjono Soekento (2004:8) bahwa ada   lima faktor 
yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut 
adalah : 
 Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja); 
 Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum; 
 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
 Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan; dan 
 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya 
dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala 
dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah 
(Muhammad Djafar Saidi 2007 :114-115). 
 
5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. 
Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara 
untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya 
kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke 
negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak 
yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga 
mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. 
Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif 
dan perlawanan pasif, yaitu : 
a. Perlawanan Pasif. 
Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri 
tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. 
Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar 
pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi 
suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan 
dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (R.Santoso Brotodiharjo 
1986:13). 
1) Struktur ekonomi 
Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak 
di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan pendapatan 
netto oleh wajib pajak sesuai dengan norma perhitungannya. 
2) Perkembangan moral dan intelektual penduduk 
Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang 
dilakukan oleh fiscus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit 
untuk dikontrol. 
3) Cara hidup masyarakat di suatu Negara 
Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar 
kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya 
penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan 
kas negara. 
4) Teknik pemungutan pajak. 
Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian 
formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, 
prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan 
membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar 
pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka 
perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya 
perlawanan pasif terhadap pajak. 
b. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari 
wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang 
secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk 
menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya 
dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: 
1) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 
Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam 
kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum 
SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara 
jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan 
jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan 
tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan 
dengan tiga cara, yaitu: 
a) Menahan Diri, yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib 
pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. 
b) Pindah Lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili 
dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke loksi yang tarif pajaknya 
rendah. 
c) Penghindaran Pajak Secara Yuridis 
Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-
perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan 
dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-
undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran 
pajak secara yuridis. Celah undang-undang merupakan dasar 
potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu undang-undang 
dirumuskan tidak jelas karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan 
pembuat Undang-Undang. Kesengajaan pembuat undang-undang 
terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah 
pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai 
kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara 
satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di 
parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh 
dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang 
menyinggung dua pihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi 
terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan kaena 
menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi 
terhadap perumuasn yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-
masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai 
dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-
undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan 
sesuai kepentingannya dan fiscus menafsirkan sesuai dengan 
kepentingan negara. 
2) Pengelakan Pajak (Tax Evasion) 
Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar 
Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. 
Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan 
maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak 
dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib 
pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari 
multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan 
penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas 
yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara 
yang bekerja sendiri, dll). 
Secara umum tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri 
dari pajak adalah sebagai berikut (Hilarious Abut 2005 : 24-25): 
a) Pergeseran, yaitu menggeserkan beban pajak kepada pihak lain 
seperti yang berlaku dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
dengan sistem mekanisme kredit pajak. 
b) Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan 
jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli 
seperti yang berlaku dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
c) Transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan industri dengan cara menanggung beban pajak 
yang dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal 
dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana 
harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga 
pajak dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal 
dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana 
harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga 
pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih kecil 
d) Tax avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara 
yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakn 
melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan 
perpajakan sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil. 
e) Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak dengan cara 
menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset , 
memperbesar biaya sehingga lebanya menjadi kecil,. 
Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang 
berat. 
 
3) Melalaikan Pajak 
Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar 
pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang 
harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. 
Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah 
ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus 
dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. 
Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, H. J. Hofstra, ahli 
hukum pajak dari Belanda, menambahkan bahwa salah satu bentuk 
perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan 
oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya 
ke pihak lain atau pihak ke tiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-
undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk 
wajib pajak itu sendiri tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. 
Karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinator. 
Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu 
kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif 
yaitu melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif pajak 
yang lebih tinggi. Kompensasi pajak secara positif bukan merupakan 
perlawanan terhadap pajak. Hal ini bahkan menguntungkan bagi kas 
negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah di Kabupaten Maros dengan sasaran penelitian 
bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD 
Samsat Wilayah Maros.  
Alasan penulis memilih tempat tersebut karena Pajak Kendaraan 
Bermotor yang merupakan Pajak Daerah Provinsi dipungut oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Unit 
Pelaksana Teknis Daerah di setiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi 
Selatan. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untu menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa : 
 
 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan 
membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literature 
lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam 
hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni penelitian 
melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD Samsat Wilayah 
Maros guna memperoleh data yang akurat. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
UPTD Samsat Wilayah Maros. 
 
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-
bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam 
penulisan skripsi. 
D. Teknik Analisis Data 
Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang 
tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu 
dan sistematis di perlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan 
analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan da 
menggambarkan keadaan yang nyata mengenai pelaksanaan 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah. 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang 
diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara 
kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
1. BAB 1 : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian. 
2. BAB 2 : Berisi tinjauan pustaka yang berguna untuk mendukung 
penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari : 
pajak, pengertian pajak, asas perpajakan, jenis-jenis pajak 
daerah provinsi, pajak kendaraan bermotor, dasar hukum 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indosnesia Tahun 1945, Undang-
Undang Dasar, Peraturan Daerah Provinsi, dasar 
pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Kendaraan 
Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 
3. BAB 3 : berisi metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, 
teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik 
analisis data, sistematika penulisan dan waktu penelitian. 
4. BAB 4 : Berisi hasil penelitian dan pembahasan. 
5. BAB 5 : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari garis- 
garis besar pokok pembahasan. 
F. Waktu Penelitian 
Untuk meghasilkan dan memperoleh data yang akurat, maka 
penulis merencanakan akan melakukan penelitian mulai pada bulan 
Desember 2013 sampai Januari 2014. 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros 
Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 
Wilayah Maros sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah 
daerah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pungutan pendapatan daerah 
yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu 
instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dituntut untuk lebih 
meningkatkan pendapatan asli daerah. 
Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan 
pembangunan dan pemerintahan daerah, kebijakan pajak daerah 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
daerah. 
Pajak Kendaraan Bermotor  merupakan salah satu jenis pajak yang 
dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros. 
Dalam pemungutan pajak ini, UPTD SAMSAT Wilayah Maros mengacu 
pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah dimana Peraturan Daerah tentang Pajak yang 
diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pada 
pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor. 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu Dra. 
Yustiaty Yusuf, SE, M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa 
kewenangan pemungutan pajak untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan ada 5 (lima) jenis, yaitu masing-masing Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air 
Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok merupakan jenis sumber pajak 
daerah yang baru, sedangkan 4 (empat) yang lainnya merupakan jenis 
sumber pajak daerah yang telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi sejak 
lama. Untuk pajak rokok ini sendiri berlaku efektif pada tahun 2014. 
1. Subjek PKB Pada Kantor SAMSAT Wilayah Maros 
Yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros adalah orang pribadi atau badan yang 
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan 
bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros. 
Adapun pada tahun 2013 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan 
terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan adalah dapat 
dilihat pada table berikut ini: 
Tabel.1 Data Jumlah Unit Kendaraan Berdasarkan Subjek PKB yang 
Terdaftar dan Terbayar Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros 
Tahun 2013. 
 
No Subjek PKB 
Warna Plat 
Kendaraan 
Jumlah Obyek PKB 
(Jumlah Unit Kendaraan) 
1. Orang Pribadi Hitam 61.521 
 
2. 
 
Umum (Pribadi, 
CV, Perusahaan 
Daerah) 
Kuning 1.305 
3. 
Instansi 
Pemerintahan 
Merah 1.464 
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah 
Maros. 
 
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT 
Wilayah Maros 
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros memungut objek kendaraan yang beroperasi 
didarat yang terdaftar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros, 
adapun jenis kendaraan bermotor tersebut antara lain:  
1. Sedan 
2.  Taxi 
3. Jeep 
4. St.Wagon 
5. Minibus 
6. Microlet 
7. Bus 
8. Microbus 
9. Pick Up 
10. Double Cabin 
11. Light truck 
12. Truck 
13. Dump Truck 
14. Truck Tangki 
15. Box 
16. Alat Berat.  
17. Ambulance 
18. Pemadam 
19. Mobil Jenasah 
20. Sepeda Motor (sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda 
tiga). 
Pada tahun 2013 jumlah obyek pajak kendaraan bermotor yang 
terdaftar dan terbayar pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros 
sebanyak 64.290 (enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh) unit. 
Dimana obyek kendaraan pribadi/plat hitam sebanyak 61.521(enam puluh 
satu ribu lima ratus dua puluh satu) unit kendaraan, kemudian untuk 
kendaraan umum/plat kuning sebanyak 1.305 (seribu tiga ratus lima) unit 
kendaraan dan untuk kendaraan dinas/plat merah sebanyak 1.464 (seribu 
empat ratus enam puluh empat) unit kendaraan. Jenis kendaraan tersebut 
dapat terlihat pada table daftar jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar 
dan terbayar pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros berikut ini. 
Tabel. 2 Daftar Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Yang Terdaftar 
dan Terbayar  Berdasarkan Jenis pada UPTD SAMSAT Wilayah 
Maros Tahun 2013 
NO 
JENIS 
KENDARAAN 
BERMOTOR 
B A R U ULANG 
JUMLAH 
UNIT 
1 SEDAN 19 280 299 
2 TAXI - 204 204 
3 JEEP 50 302 352 
4 ST. WAGON - - - 
5 MINIBUS 1.123 4.567 5.690 
6 MICROLET - - - 
7 BUS - 1 1 
8 MICROBUS 5 15 20 
9 PICK UP 314 1.110 1.424 
10 DOUBLE CABIN 15 28 43 
11 L.TRUCK 83 281 364 
12 TRUCK 13 82 95 
13 DUMP TRUCK 39 133 172 
14 TRUCK TANGKI 6 12 18 
15 BOX 11 85 96 
16 ALAT BERAT 4 30 34 
17 AMBULANCE 5 24 29 
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah 
Maros. 
3. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros 
Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap 
pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran 
yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang pada pelaksanaannya 
mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
1. Pendaftaran 
Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT 
Wilayah Maros, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak 
untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk 
penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib 
pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa 
18 PEMADAM - - - 
19 MOBIL JENAZAH - - - 
20 SEPEDA MOTOR 9.615 45.834 55.449 
T O T A L 11.302 52.988 64.290 
kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus 
dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:  
1. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) 
2. Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan 
3. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).  
Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang 
kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor 
SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan 
bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), 
maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy 
STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik 
kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor 
rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor wajib pajak. 
Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus 
dilengkapi oleh wajib pajak yakni: 
1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor 
2. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor 
3. KTP (Kartu Tada Pengenal) Pembeli 
4. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor 
Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, 
maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan. 
 
2. Penetapan 
Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas 
dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini 
data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar 
pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib 
pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. 
Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan 
PKB terutang pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros dilakukan dengan 
cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya 
ditetapkan  dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri. Pada UPTD Samsat Wilayah Maros juga memberlakukan 
pemungutan Pajak Progresif. Pajak Progresif yang berlaku efektif pada 
Januari 2014 didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang 
sama, atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan 
berlaku untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak 
Progresif berlaku hanya untuk Kendaraan bermotor pribadi atas nama 
pribadi, Kendaraan Roda 4 (empat) keatas dan Kendaraan Roda 2 (dua) 
dengan kapasitas 500 CC ke atas. 
 Adapun Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud yakni 
untuk kendaraan bermotor pribadi, Kepemilikan pertama sebesar 1,5% x 
dasar pengenaan PKB, Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar 
pengenaan PKB, Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan 
PKB, Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB, 
Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan 
PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar 
pengenaan PKB, Sedangkan untuk kendaraan milik badan 
sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, 
ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% x dasar pengenaan 
PKB dan untuk Kendaraan Alat berat sebesar 0,2 x dasar pengenaan 
PKB.  
3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak 
Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak 
kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros, PKB dibayar 
sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran 
dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal 
jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari 
libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD 
(Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah 
dilakukan. 
4. Pengesahan/Pencetakan STNK 
Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti 
nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian 
untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan 
berupa stempel pengesahan. 
Berikut daftar jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar dan 
yang terbayar pada Kantor SAMSAT Wilayah Maros pada tahun 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo Pembayaran 
pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros 
Berdasarkan wawancara penulis bersama Ibu Dra. Yustiaty Yusuf, 
S.E, M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa bagi wajib 
pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros selama ini hanya dikenakan sanksi 
berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan atau 24% 
(dua puluh empat persen) setahun. Jumlah 2% (dua persen) ini diambil 
dari besar pokok pajak kendaraan bermotor. Misalnya pokok Pajak 
Kendaraan Bermotor seorang wajib pajak sebesar Rp.150.000 (seratus 
lima puluh ribu rupiah) maka jumlah denda administrasi keterlambatan 
dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau sebesar 
Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama 
dengan BANK SULSELBAR sebagai kas daerah, dimana hasil 
penerimaan pajak yang di pungut baik dari Pokok PKB maupun Denda 
PKB kemudian disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan 
menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam hal ini setelah jam pelayanan selesai 
maka petugas dari PT. BANK SULSELBAR akan mendatangi kantor 
pelayanan SAMSAT untuk menerima setoran hasil pungutan pajak pada 
saat itu. Adapun contoh Surat Tanda Setoran yang di gunakan pada 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros  sebagai bukti setoran yang sah yakni 
sebagai berikut.  
 
Contoh Surat Tanda Setoran 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros yang mengacuh pada Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor  juga mengatur mengenai tata cara 
pembukuan dan pelaporan, tata cara pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara 
pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak, serta tata 
cara pemeriksaan. 
Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan 
selanjutnya di buat laporan realisasi penerimaan perjenis pajak secara 
berkelanjutan sesuai masa pajak. Laporan tersebut disampaikan kepada 
Kepala Dinas untuk dilaporkan kepada Gubenur. Contoh laporan realisasi 
pajak daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros dapat dilihat berikut ini: 
Contoh Laporan Realisasi Penerimaan 
Sedangkan untuk pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pada 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros dimana Gubernur karena jabatannya atau 
karena permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang benar, 
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga 
atau denda yang disebabkan karena kealpaann Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannnya. Permohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD 
atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan, 
Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang 
diperlukan, Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar 
pajak. Kemudian Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak 
diterimanya surat permohonan akan memberikan keputusan. 
Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan 
pajak, UPTD SAMSAT Wilayah Maros selama ini mengikuti arahan dari 
Gubernur yang mengeluarkan surat perintah untuk memberikan 
keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak. 
B. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros 
1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 
Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros antara lain :  
a. Sumber Daya Manusia yang Cukup Memadai 
Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros sebagai instansi 
pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan 
bermotor secara cepat dan tepat  kepada wajib pajak/masyarakat di 
Maros, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di 
dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak 
atau masyarakat. 
Didalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan 
kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan 
pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen 
sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan 
masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 
yang dapat bermanfaat bagi mereka. 
Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena 
tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPTD SAMSAT 
Wilayah Maros sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang 
efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak 
terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang 
terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: 
Keterampilan, Kerjasama, Disiplin kerja, Pendidikan, Pengalaman 
kerja, Kepemimpinan, Ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara 
keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Kantor UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros cukup baik dalam mendukung berjalannya 
pelayanan pemungutan pajak yang efektif meskipun beberapa dari 
pegawai belum maksimal dalam penguasaan keterampilan seperti hal 
nya keterampilan dalam mengoperasikan komputer, namun Kepala 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros pandai dalam menempatkan para 
pegawai pada keahlian yang dimiliki para pegawai. 
b. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi 
Selain info layanan pajak dengan system komputerisasi, Proses 
administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu 
dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPTD SAMSAT 
Wilayah Maros tentunya memberikan kemudahan dalam proses 
pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem 
komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat. 
c. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling 
SAMSAT Keliling merupakan kebijakan Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memudahkan wajib pajak  
yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Dalam hal ini 
pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang 
dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan 
menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan 
pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang 
menghubungkan dengan system yang ada pada kantor pengolahan 
data yang ada di pusat. 
d. Kemudahan Pembayaran Pajak dari Jarak Jauh 
Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan 
fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang 
disebut SAMSAT LINK. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat 
melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh 
Sulawesi Selatan dengan ketentuan, pajak yang akan dibayarkan tidak 
dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya 
berlaku sampai pukul 12.00 WITA. 
Dalam wawancara penulis bersama Ibu Dra. Yustiaty Yusuf SE, 
M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa untuk terus 
meningkatkan pendapatan daerah, UPTD SAMSAT Wilayah Maros terus 
berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan 
penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari tiga inovasi pelayanan 
unggulan UPTD SAMSAT Wilayah Maros yaitu Proses Administrasi STNK 
dengan Sistem Komputerisasi, Info Layanan Wajib Pajak dengan Sistem 
Komputerisasi, serta Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT 
Keliling, UPTD SAMSAT Wilayah Maros juga membuat inovasi penagihan. 
Inovasi-inovasi yang telah dilakukan di antaranya melakukan pengiriman 
surat pemberitahuan kepada wajib pajak dimana hal ini dimaksudkan 
untuk mengingatkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk 
melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Inovasi yang lain 
adalah “door to door”, yaitu penagihan pajak secara langsung dimana 
pejabat pajak  ke rumah setiap wajib pajak yang telah jatuh tempo masa 
pajaknya. Selain itu, inovasi yang lain yang telah dilakukan yaitu 
“penertiban”, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama 
dengan pihak Kepolisian untuk menurunkan anggotanya melakukan 
penertiban di jalan raya, dan pada pelaksanaanya pejabat pajak akan 
memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh wajib 
pajak kendaraan bermotor serta melakukan penagihan kepada wajib pajak 
yang telah melewati masa pajaknya maupun kepada wajib pajak yang 
telah jatuh tempo masa pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat 
waktu. 
2. Faktor Penghambat 
a. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. 
Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 
Selatan maka laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Sulawesi 
Selatan juga mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini, 
hal ini dapat terlihat dari data pertumbuhan kendaraan yang ada di 
salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yakni di 
Kabupaten Maros berikut ini. 
Tabel.3 Data Pertumbuhan Kendaraan Berdasarkan Jenis Pada 
Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros Tahun 2008-2012. 
 
NO 
PERIODE 
TAHUN 
JENIS KENDARAAN 
JUMLAH 
RODA 2 RODA 4 
1 2008 8.153 418 8.571 
2 2009 7.953 485 8.438 
3 2010 9.823 890 10.713 
4 2011 10.480 1.041 11.521 
5 2012 9.860 1.309 11.169 
Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah 
Maros. 
 
Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak sejalan 
dengan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan 
kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan 
Inspektur Jenderal Kemendagri RI TA.2013 Nomor 700/Reg.04/VII/II/2013 
tanggal 3 juli 2013 terdapat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 
2008 sampai dengan 2012 diseluruh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Se 
Sulawesi Selatan sebesar Rp. 381.242.508.322 ( tiga ratus delapan puluh 
satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu tiga 
ratus dua puluh dua rupiah) dengan total kendaraan sebanyak 1.111.492. 
(satu juta seratus sebelas ribu empat ratu Sembilan puluh dua) unit. Hal 
ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar 
pajak. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Kepala UPTD 
beserta jajarannya masing-masing berupaya melakukan langkah efektif 
dan berkelanjutan untuk dapat memperkecil tunggakan. Telah banyak 
inovasi yang telah dilakukan oleh pejabat pajak Dinas Pendapatan Daerah 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros, namun pada kenyataannya masih sangat 
banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana terlihat dari data tunggakan pajak kendaraan 
bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros berikut ini: 
Tabel.4 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD 
Samsat Wilayah Maros. 
 
TAHUN UNIT RUPIAH 
2012 16,122 4,445,164,835 
2011 7,174 1,698,794,259 
2010 4,218 329,964,536 
2009 469 319,489,932 
2008 549 288,778,426 
2007 96 85,836,202 
2006 68 17,937,638 
<=2005 153 236,371,874 
T O T A L 28,849 7,422,337,701 
Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros. 
 
Dari tabel data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros diatas dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan 
pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros dari 
tahun 2005 kebawah hingga tahun 2012 sebesar Rp. 7.422.337.701 
(Tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh 
ribu tujuh ratus satu rupiah). Dari nilai tunggakan pajak kendaraan 
bermotor tersebut pada januari hingga desember 2013 telah terbayar 
sebesar Rp. 3,112,101,050 (tiga milyar seratus dua belas juta seratus satu 
ribu lima puluh rupiah) yang jika di persenkan yakni sebesar 42% (empat 
puluh dua persen). Berikut data realisasi tunggakan PKB serta sisa 
tunggakan PKB pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros. 
Tabel.5 Data Realisasi dan Sisa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 
pada Kantor UPTD Samsat Wilayah Maros. 
 
TAHUN 
DATA TUNGGAKAN 
REALISASI 
TUNGGAKAN 
SISA TUNGGAKAN 
TOTAl ( R 2 + R 4 ) TOTAl ( R 2 + R 4 ) TOTAl ( R 2 + R 4 ) 
UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH 
2012 16,122 4,445,164,835 5,013 2,084,401,550 11,109 2,360,763,285 
2011 7,174 1,698,794,259 1,035 585,972,900 6,139 1,112,821,359 
2010 4,218 329,964,536 513 350,504,800 3,705 -20,540,264 
2009 469 319,489,932 69 71,524,500 400 247,965,432 
2008 549 288,778,426 18 16,790,900 531 271,987,526 
2007 96 85,836,202 2 2,906,400 94 82,929,802 
2006 68 17,937,638 - - 68 17,937,638 
<2005 153 236,371,874 - - 153 236,371,874 
TOTAL 28,849 7,422,337,701 6,650 3,112,101,050 22,199 4,310,236,651 
Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros. 
 
b. Data Wajib Pajak yang tidak lengkap 
Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat 
wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan 
pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan 
langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat 
pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat 
pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas. 
c. Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor tanpa di balik nama 
Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga 
menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPTD 
SAMSAT Wilayah Maros. Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru 
tidak melakukan pembayaran pajak. Selain merugikan pihak yang 
namanya terdaftar sebagai pemilik pertama yang tentunya akan di 
tagih langsung oleh pegawai pajak, kesulitan lain bagi pegawai pajak 
juga terjadi dalam mencari pemilik kendaraan kedua, dimana hal ini 
biasanya terjadi bagi wajib pajak yang melakukan pemindahtanganan 
kendaraan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki alamat 
orang tersebut. 
d. Pemilik tempat berpindah tempat tinggal 
Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi 
wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini 
menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang 
tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan 
pajak kendaraan bermotor. 
Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Yustiaty 
Yusuf, SE, M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa juga 
terdapat kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang mana kendaraan 
tersebut merupakan kendaraan angsuran yang di bayarkan oleh kantor 
pembiayaan. Menjadi hambatan apabila terjadi penarikan kendaraan 
bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik 
kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri, dapat 
menjadi masalah dalam hal ini yakni sebelum kendaraan di tarik oleh 
pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak 
kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi 
penarikan yang tidak dilaporkan maka kendaraan tersebut dapat menjadi 
tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik kendaraan 
atau pihak pembiayaan seharusnya melaporkan kasus itu ditempat 
dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai obyek pajak 
kendaraan bermotor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 
UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum optimal. Hal ini terlihat dari 
realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah 
pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros. 
2. UPTD SAMSAT Wilayah Maros memungut pajak  jenis kendaraan 
bermotor yang broperasi di darat antara lain: Sedan, Taxi, Jeep, 
St.Wagon, Minibus, Microlet, Bus, Microbus, Pick Up, Double 
Cabin, Light truck, Truck, Dump Truck, Tangki, Box, Ambulance, 
Pemadam, Mobil Jenasah, Sepeda Motor (sepeda motor roda dua 
dan sepeda motor roda 3) dan Kendaraan Alat Berat. Adapun 
pemungutannya dimulai dari pedaftaran, penetapan, pembayaran 
oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas 
daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang 
pada pelaksanaan pemungutannya mengacu pada Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
3. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros 
antara lain:  
- Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan 
kewajibannya membayar pajak; 
- Data wajib pajak yang tidak lengkap; 
- Pemindah  tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama; 
- Pemilik kendaraan perpindah tempat kedaerah lain; 
- Penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa 
ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari 
pihak pembiayaan itu sendiri. 
B. Saran  
 Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini 
adalah: 
1. Harus dibangun kesadaran kepada seluruh komponen masyarakat 
(Wajib Pajak) agar disiplin untuk melaksanakan kewajibannya 
membayar pajak. 
2. Pejabat pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan agar lebih sering melakukan penertiban kepada 
Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya 
untuk membayar pajak. 
3. Terus mencari inovasi untuk dapat meningkatkan pendapatan 
daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku : 
Adrian Sutedi. 2008  Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Graha 
Indonesia. 
Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. 
Dwikora Harjo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana 
Media. 
Guritno Mangkusubroto. 1997. Ekonomi Publik. Bandung: Balai Pustaka 
Hilarious Abut. 2005. Perpajakan, Jakarta: Diadit Media. 
Mardiasm. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV Andi 
Offset (Penerbit Andi). 
Marihot P,Siahaan. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada. 
Muhammad Djafar Saidi. 2007. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam 
Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
Muhammad Djafar Saidi. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: 
Rajawali Pers. 
R.Santoso Brotodiharjo. 1986. Pengantar Ilmu Hukum Pajak,  Bandung: 
Eresco. 
Sudarsono, Hardjosoekanto. 1994. Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, 
Bisnis dan Birokrasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
 
 
 
 
 
Undang-Undang : 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Peraturan Daerah : 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah. 
Peraturan Gubernur : 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
Internet: 
(http://yasminelisasih.com/2011/07/17/ kendala_pajak_daerah/) di akses 
pada 3 Januari 2014. 
(http://fajarsumiratmuhrip.wordpress.com/2011/12/05/pengantar-
perpajakan/ ) di akses pada 3 Januari 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
